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Pengelolaan Keuangan Semakin Akuntabel

JAKARTA - Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK) dimintai
bantuan Pemprov Jakarta da-
lam upaya mewujudkan sistem
pengelolaan keuangan vyang
profesional dan akuntabel.
“Jajaran Pemprov harus koop-
eratif dan responsif dalam me-
nyiapkan data dan penjelasan
vang dibutuhkan Tim BPK se-
lama masa pemeriksaan,” pe-
san Pj Gubernur Jakarta Heru
Budi Hartono, Rabu (18/10).

Dia mengutarakan ini da-
lam acara Entry Meeting de-
ngan BPK terkait Pemeriksaan
Semester I Tahun Anggaran
2023. Heru mengimbau para
kepala perangkat daerah (Or-
ganisasi Perangkat Daerah/
OPD) dan direktur Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD)
bekerja secara total sebagai
satu tim. Mereka mesti me-
nunjukkan dedikasi, ketelitian
dan sikap profesional.

Heru menyebut ingin me-
mastikan  pekerjaan  dapat
selesai secara menyeluruh,
sebelum menindaklanjuti re-
komendasi dari BPK. Hal itu
untuk mempertahankan La-
poran Keuangan Pemprov Ja-
karta yang meraih Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) se-
lama enam kali berturut-turut,

“Hal ini untuk menghin-
dari temuan berulang di pe-
meriksaan mendatang. Saya
berterima kasih dan meng-
apresiasi jajaran BPK yang te-
lah mengawal akuntabilitas
pengelolaan keuangan Jakar-
ta. Mereka menjalankan pe-

meriksaan secara profesional
dan memberikan rekomenda-
si perbaikan,” ujar Heru.

Adapun update pening-
katan tata kelola pengelolaan
keuangan dan aset yang telah
dilaksanakan Pemprov Jakarta
pada tahun 2023, antara lain
memperkuat  implementasi
sistem informasi persediaan
secara elektronik di seluruh
OPD. Kemudian, melakukan
rekonsiliasi  secara  berkala.
Hal ini termasuk rekonsiliasi
pendapatan, belanja, dan aset
secara berjenjang. Ini mulai
dari tingkat wilayah di Kota/
Kabupaten Administrasi sam-
pai tingkat Provinsi.

Langkah lain pemprov
adalah memperkuat sistem
pengendalian intern melalui
pengawasan melekat Kepala
Perangkat Daerah dan pen-
dampingan oleh Inspekiorat.

Kemudian, dilakukan pene-
laghan (review) laporan ke-
uangan. Pendekatannya, se-
cara basis resiko (risk hased
review) oleh Inspektorat dan
mempercepat  penyelesaian
tindak lanjut terhadap hasil
pemeriksaan BPK hingga Se-
mester | Tahun 2023.

Tindak lanjutnya telah
mencapai tingkat penyele-
saian sebesar 88,9 persen atau
9.976 rekomendasi yang telah
diselesaikan dari total 11.222
rekomendasi. BPK juga minta
mempercepat proses penagih-
an dan pengamanan aset fasi-
litas sosial dan fasilitas umum.

Penagihan bisa bekerja

sama dengan BPN, kejaksaan,
dan KPK. Selama ini telah te-
realisasi serah terimaaset fasi-
litas sosial dan fasilitas umum
dari 62 pengembang senilai
6,56 triliun. ® Ant/G-1
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Pj Gubernur DKl akarta Heru Budi Hartono (Kiri) dan secrang
pemeriksa dari BPK, di Balal Kota DKI, Jakarta Pusat. Rabu (18/10).



